
Jurnal Legal Dialogica 
Volume I Issue 2 Tahun 2026 
 

Perlindungan Anak Korban Bullying yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana 

di Makassar 

Muhammad Ragil Diva Bahari1, Sufirman Rahman2,Anzar Makkuasa3 

123 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia 

Surel Koresponden: mdivbahari@gmail.com 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum 

terhadap anak yang menjadi korban bullying yang kemudian terlibat dalam tindakan 

kriminal serta mengkaji penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian 

perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan guna 

memahami penerapan hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara 

dengan penyidik pada instansi kepolisian serta konselor hukum pada lembaga 

perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh 

dari kajian literatur, dokumen, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan objek 

penelitian. Pembaharuan penelitian ini terletak pada kajian yang menempatkan anak 

dalam posisi ganda, yaitu sebagai korban bullying sekaligus sebagai pihak yang kemudian 

terlibat dalam tindak pidana, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada aspek 

penegakan hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan dan pemulihan kondisi anak. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam 

kondisi tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta 

penerapan mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan hubungan 

antara pelaku dan korban dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Namun dalam 

pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan pemahaman 

masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara anak, ketidaksediaan korban 

untuk melakukan penyelesaian secara damai, serta adanya stigma sosial terhadap anak 

yang pernah berhadapan dengan hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendekatan yang berorientasi pada pemulihan memiliki peran penting dalam menangani 

perkara yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan dampak 

bullying. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan kerja sama antara 

aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan masyarakat serta 

peningkatan pemahaman publik mengenai pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi 
anak yang terlibat dalam permasalahan hukum.  

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Korban; Bullying; Anak Berhadapan Dengan 

Hukum; Restorative justice.  

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for children who are 

victims of bullying who are then involved in criminal acts and examine the application of the 

restorative justice approach in resolving children's cases. This study uses an empirical legal 

research method with a qualitative approach that emphasizes field data collection to 
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understand the application of the law in practice. Primary data were obtained through 

interviews with investigators at the police agency and legal counselors at women's and 

children's protection institutions in Makassar City, while secondary data were obtained from 

literature reviews, documents, and various scientific sources relevant to the research object. 

The innovation of this study lies in the study that places children in a dual position, namely as 

victims of bullying and as parties who are then involved in criminal acts, so that the analysis 

does not only focus on aspects of law enforcement, but also on aspects of protection and 

recovery of children's conditions. The results of this study indicate that legal protection for 

children in these conditions is carried out through legal assistance, psychological assistance, 

and the application of a case resolution mechanism that prioritizes restoring the relationship 

between the perpetrator and victim by involving various related parties. However, in its 

implementation, there are still obstacles, including limited public understanding of the 

mechanism for resolving children's cases, the unwillingness of victims to seek peaceful 

resolution, and the existence of social stigma against children who have been in conflict with 

the law. The conclusions of this study indicate that a recovery-oriented approach plays a 

crucial role in handling cases involving children, particularly those related to the impact of 

bullying. This study recommends strengthening cooperation between law enforcement 

officials, child protection agencies, families, and the community, as well as increasing public 

understanding of the importance of protection and rehabilitation for children involved in 
legal disputes.  

Keywords: Legal Protection; Child Victims; Bullying; Children in Conflict with the Law; 

Restorative justice 

PENDAHULUAN  

Fenomena bullying terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang semakin 

mendapat perhatian dalam berbagai kajian hukum dan sosial.[1] Perundungan tidak hanya 

menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis 

anak, seperti rasa takut, trauma, rendah diri, hingga munculnya perilaku agresif sebagai 

bentuk respons terhadap tekanan yang dialami.[2]  

Dalam beberapa kasus, tekanan psikologis tersebut dapat memengaruhi perilaku anak 

sehingga korban bullying justru terlibat dalam tindakan kriminal sebagai bentuk 

pelampiasan emosi atau mekanisme pertahanan diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu dapat dipandang semata-mata sebagai 

pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang sebelumnya mengalami kekerasan 

dan tekanan sosial.[3] 
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 Oleh karena itu, penanganan kasus yang melibatkan anak memerlukan pendekatan hukum 

yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada 

perlindungan serta pemulihan kondisi psikologis anak.[4] Dalam sistem hukum Indonesia, 

perlindungan terhadap anak telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-

undangan yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak anak serta 

melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.[5] Ketentuan mengenai perlindungan 

anak tidak hanya menekankan pada penindakan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga 

mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap 

mengutamakan belakang sosial anak, terutama ketika anak yang sebelumnya menjadi 

korban bullying kemudian terlibat dalam tindak pidana.[7] Hal ini menunjukkan bahwa 

permasalahan yang berkaitan dengan anak tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui 

pendekatan represif, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan 

mempertimbangkan aspek perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial.prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak.[6] Dalam konteks tersebut, pendekatan perlindungan 

hukum terhadap anak perlu memperhatikan kondisi psikologis dan latar 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan 

bullying, perlindungan hukum terhadap anak, serta penerapan pendekatan restorative 

justice dalam sistem peradilan pidana anak.[2] Sebagian penelitian menitikberatkan pada 

dampak psikologis bullying terhadap perkembangan anak, sementara penelitian lain lebih 

berfokus pada mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban 

kekerasan atau pada penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak.[8] 

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara pengalaman 

anak sebagai korban bullying dengan keterlibatan mereka dalam tindak pidana serta 

bagaimana efektivitas perlindungan hukum dan penerapan restorative justice dalam 

menangani kondisi tersebut masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan 

adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam memahami 

bagaimana sistem perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian perkara anak dapat 

merespons situasi ketika anak berada pada posisi yang kompleks sebagai korban sekaligus 

pelaku. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

ialah: (1)Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban 

bullying yang kemudian melakukan tindakan kriminal menurut ketentuan hukum yang 

berlaku di Indonesia; serta (2) Bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang 

menjadi korban bullying yang kemudian melakukan tindakan kriminal menurut ketentuan 

hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap anak diterapkan dalam 

praktik serta bagaimana pendekatan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan 

dapat berperan dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum 

mengenai perlindungan anak, tetapi juga memberikan perspektif mengenai pentingnya 

pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dalam sistem peradilan 

pidana anak. 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris 

yang menitikberatkan pada pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan guna 

memahami penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini dilakukan dengan cara 

mengkaji secara langsung bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur 

perlindungan anak serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diterapkan 

dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar 

sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara yang melibatkan 

anak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus bullying yang melibatkan anak 

dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun terakhir yang tercatat di Polrestabes Makassar, 

sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu 

berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga responden 

dalam penelitian ini terdiri atas dua orang penyidik dari Polrestabes Makassar dan satu 

orang konselor hukum dari UPTD PPA Kota Makassar. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan 
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responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan 

perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 

dokumentasi lapangan, dan studi kepustakaan guna memperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai praktik perlindungan hukum terhadap anak. Selanjutnya, data 

yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara 

mengolah, mengelompokkan, serta menafsirkan data secara sistematis, kemudian 

disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang diteliti sehingga dapat 

ditarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 

PEMBAHASAN  

1. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Bullying yang 

Kemudian Melakukan Tindakan Kriminal  

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian penting dari sistem hukum 

nasional yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan 

perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak sebagai individu yang masih berada 

dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis memiliki kerentanan yang lebih tinggi 

terhadap berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, termasuk bullying.[9] Fenomena 

bullying tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban, tetapi dalam 

beberapa kasus juga dapat memicu perilaku agresif yang berujung pada keterlibatan 

anak dalam tindakan kriminal.[10]  

Secara normatif, perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C disebutkan bahwa setiap 

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau 

turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.[11] Ketentuan ini diperkuat oleh 

Pasal 80 yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. 

Dengan demikian, tindakan bullying yang mengandung unsur kekerasan fisik, verbal, 

maupun psikologis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak 

yang dapat diproses secara hukum.[2]  
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Selain itu, perlindungan terhadap anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki 

kewajiban untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi anak, termasuk anak yang 

menjadi korban bullying.[10] 

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berfokus pada 

penindakan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga pada upaya pemulihan kondisi 

anak sebagai korban. Dampak bullying sering kali menimbulkan tekanan psikologis 

yang mendalam seperti rasa takut, rendah diri, trauma, bahkan kemarahan yang 

terpendam. Kondisi psikologis tersebut dapat memengaruhi perilaku anak sehingga 

dalam beberapa situasi anak yang sebelumnya menjadi korban justru melakukan 

tindakan kekerasan atau tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan emosi atau 

mekanisme pertahanan diri.[5]  

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak 

selalu dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai 

korban dari kondisi sosial dan psikologis yang dialaminya. Dalam perspektif 

viktimologi, seseorang yang mengalami kekerasan secara berulang dapat mengalami 

perubahan perilaku yang memicu tindakan agresif sebagai respons terhadap tekanan 

yang dialami. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak harus 

mempertimbangkan aspek psikologis dan latar belakang sosial anak tersebut.[12] 

Pengaturan mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara 

khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana 

anak harus mengedepankan prinsip perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik 

bagi anak (the best interest of the child).[13] Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa 

setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh perlakuan yang 

manusiawi, mendapatkan bantuan hukum, serta memperoleh pendampingan dari 

orang tua atau pihak lain yang dipercaya.[14]  
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Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penegakan hukum terhadap anak tidak dapat 

dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti terhadap orang dewasa. Anak yang 

terlibat dalam tindak pidana harus mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak 

seperti pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan 

(Bapas), psikolog, serta penasihat hukum. Pendampingan tersebut bertujuan untuk 

memastikan bahwa hak hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung 

serta untuk memahami kondisi psikologis anak secara lebih mendalam. 

Dalam konteks perlindungan hukum, keberadaan lembaga pendamping seperti Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki 

peran yang sangat penting. Lembaga ini tidak hanya memberikan bantuan hukum 

tetapi juga menyediakan layanan konseling psikologis dan tempat perlindungan 

sementara bagi anak yang mengalami trauma berat. Upaya tersebut sejalan dengan 

ketentuan Pasal 59 Undang Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan khusus 

kepada anak yang menjadi korban kekerasan.[15] 

Selain melalui mekanisme formal hukum negara, perlindungan terhadap anak juga 

dapat dipahami melalui pendekatan sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. 

Dalam beberapa komunitas di Indonesia, termasuk dalam praktik hukum adat, 

penyelesaian konflik yang melibatkan anak sering dilakukan dengan mengutamakan 

pemulihan hubungan sosial serta pemulihan kondisi psikologis anak. Pendekatan ini 

menekankan pada nilai musyawarah, kekeluargaan, dan tanggung jawab bersama 

dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan 

dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak 

sebagai prioritas utama.[16]  

Meskipun secara normatif kerangka hukum perlindungan anak telah cukup 

komprehensif, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. 

Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya orang 

tua, mengenai hak-hak anak dalam proses hukum. Banyak orang tua yang belum 

menyadari pentingnya pendampingan psikologis bagi anak yang mengalami trauma 
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akibat bullying. Akibatnya, proses pemulihan anak menjadi kurang optimal dan 

berpotensi memengaruhi perkembangan mental serta perilaku anak di masa depan.[8] 

Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang pernah terlibat dalam tindak pidana juga 

menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial. Anak yang telah menjalani proses 

hukum sering kali mengalami diskriminasi di lingkungan sosial maupun pendidikan, 

sehingga dapat memperburuk kondisi psikologisnya. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bergantung pada sistem 

peradilan, tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial dan keluarga.[17]  

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban 

bullying dan kemudian melakukan tindakan kriminal dapat dilihat dari beberapa 

aspek, yaitu keberadaan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaan prosedur 

hukum yang menjamin hak-hak anak, serta adanya dukungan dari lembaga 

pendamping dan masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk 

menegakkan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak mendapatkan 

kesempatan untuk pulih secara psikologis dan kembali berkembang secara optimal 

dalam lingkungan sosialnya.[11] 

2. Penerapan Pendekatan Restorative justice dalam Menyelesaikan Kasus Anak 

yang Menjadi Korban Bullying dan Sekaligus Terlibat dalam Tindak Pidana  

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penyelesaian perkara yang 

melibatkan anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga 

menitikberatkan pada pemulihan kondisi anak serta pemulihan hubungan sosial antara 

pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah 

restorative justice. Konsep ini berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara 

pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.[18] 

Dalam praktik sistem peradilan pidana anak, penerapan restorative justice dilakukan 

melalui mekanisme diversi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak wajib 

diupayakan diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari 

proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian di luar pengadilan melalui 

musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Tujuan utama dari diversi adalah 
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untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak 

di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta 

mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara.[20] 

Namun demikian, tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme 

diversi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa diversi hanya dapat dilakukan 

apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh 

tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, keberhasilan 

proses diversi juga sangat bergantung pada kesediaan korban atau keluarga korban 

untuk menyelesaikan perkara melalui kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan pendekatan restorative justice sangat dipengaruhi oleh partisipasi 

aktif seluruh pihak yang terlibat.[21]  

Dalam konteks kasus anak yang menjadi korban bullying kemudian terlibat dalam 

tindak pidana, pendekatan restorative justice memiliki relevansi yang sangat penting. 

Anak yang melakukan tindak pidana dalam situasi tersebut tidak hanya dapat 

dipandang sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari tekanan sosial dan psikologis 

yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan 

hubungan sosial dan kondisi psikologis anak dinilai lebih tepat dibandingkan dengan 

pendekatan represif yang hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman.[22] 

Proses pelaksanaan restorative justice biasanya dilakukan melalui mediasi yang 

difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Dalam proses ini, penyidik berperan sebagai 

fasilitator yang mempertemukan pelaku, korban, serta keluarga dari kedua belah pihak 

untuk melakukan dialog dan mencari solusi terbaik bagi penyelesaian perkara. Selain 

itu, proses mediasi juga dapat melibatkan berbagai pihak lain seperti pembimbing 

kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, tenaga psikolog, 

serta pihak sekolah apabila peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pendidikan.[23] 

Pendekatan restorative justice juga memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat Indonesia, khususnya nilai musyawarah dan penyelesaian sengketa 

secara kekeluargaan. Dalam banyak praktik hukum adat di berbagai daerah, 

penyelesaian konflik sering dilakukan melalui forum musyawarah yang melibatkan 

tokoh masyarakat, keluarga pelaku, serta keluarga korban untuk mencapai 
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kesepakatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan 

sosial dalam masyarakat dan menjaga keharmonisan hubungan antarindividu.[16]  

Dalam praktik peradilan di Indonesia, konsep restorative justice juga telah tercermin 

dalam beberapa putusan pengadilan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik 

bagi anak serta mengedepankan upaya perdamaian antara pelaku dan korban. 

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam sistem 

peradilan pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi 

juga pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis pihak-pihak yang terlibat.[25] 

Meskipun demikian, penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak 

masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Salah satu hambatan utama 

adalah ketidaksediaan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara 

melalui mekanisme perdamaian. Dalam beberapa kasus, korban masih mengalami  

pelaku. Kondisi psikologis tersebut dapat memengaruhi keberhasilan proses 

restorative justice.[26]  

Selain itu, faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative 

justice juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih memiliki 

pandangan bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan 

formal dengan pemberian hukuman kepada pelaku. Padahal, dalam konteks perkara 

anak, pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan sering kali lebih efektif 

dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta membantu anak untuk 

kembali berintegrasi dalam lingkungan sosialnya. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban bullying yang kemudian melakukan 

tindakan kriminal pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas dalam 

sistem hukum Indonesia, baik melalui pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak maupun dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan prinsip kepentingan 

terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, upaya perlindungan hukum tidak hanya dilakukan 

melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga melalui 

pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta keterlibatan lembaga 
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perlindungan anak guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama proses hukum 

berlangsung. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi 

berbagai hambatan, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat dan keluarga 

mengenai pentingnya pemulihan psikologis anak serta adanya stigma sosial terhadap anak 

yang pernah berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, penerapan pendekatan restorative 

justice melalui mekanisme diversi menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak dapat 

dilakukan dengan cara yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku 

dan korban serta menghindarkan anak dari proses peradilan yang berpotensi 

menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan 

prinsip perlindungan anak dan nilai musyawarah yang berkembang dalam masyarakat, 

meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai 

kesepakatan serta kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak serta penguatan kerja sama antara 

aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan lingkungan sosial agar 

proses perlindungan dan pemulihan anak dapat berjalan secara lebih optimal. 
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